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URUSAN 
PEMERINTAH YANG
DILAKSANAKAN

: URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR
1. Urusan PemerintahanBidang Komunikasi

dan Informatika.
2. Urusan Pemerintahan Bidang Statistik.
3. Urusan Pemerintahan Bidang Persandian.

TUGAS POKOK :  membantu  Gubernur  melaksanakan  urusan
pemerintahan  bidang  komunikasi  dan
informatika,  bidang  persandian,  dan  bidang
statistik yang menjadi kewenangan Daerah dan
tugas  pembantuan  yang  ditugaskan kepada
Daerah.

FUNGSI :  a. perumusan  kebijakan  Bidang  Pengelolaan
Informasi  dan  Komunikasi  Publik,
Penyelenggaraan Statistik Sektoral,
Pengelolaan E-Government, Domain
Instansi Penyelenggara Negara,
Persandian,  Penetapan  Pola  Hubungan
Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah;

b. pelaksanaan kebijakan Bidang
Pengelolaan  Informasi  dan  Komunikasi
Publik,  Penyelenggaraan  Statistik  Sektoral,
Pengelolaan E-Government, Domain
Instansi  Penyelenggara
Negara,  Persandian,  Penetapan  Pola
Hubungan  Komunikasi  Sandi  antar
Perangkat Daerah;

c. pelaksanaan  pemantauan,  evaluasi  dan
pelaporan  Bidang  Pengelolaan  Informasi
dan  Komunikasi  Publik,  Penyelenggaraan
Statistik  Sektoral,  Pengelolaan  E-
Government, Domain Instansi
Penyelenggara Negara, Persandian,
Penetapan  Pola  Hubungan  Komunikasi
Sandi antar Perangkat Daerah;

d. pelaksanaan  pembinaan  administrasi  dan
kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di
lingkungan Dinas; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan
oleh Gubernur, sesuai tugas dan
fungsinya.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
 yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
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TUJUAN DAN
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR 

KINERJA

PENJELASAN
(Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi

Pengukuran, Tipe Penghitungan dan
Sumber Data)

(1) (2) (3)
TUJUAN 1:
Meningkatkan 
Digitalisasi 
Tata Kelola 
Pemerintahan 
Jawa Tengah.

Indeks Sistem 
Pemerintahan 
Berbasis 
Elektronik.

• Alasan Pemilihan Indikator :
Untuk  mengukur  perwujudan  dari
digitalisasi  tata  kelola  Pemerintahan
Jawa Tengah.

• Formulasi Pengukuran :
Jumlah nilai rata-rata dari 4 Domain (Indeks
Domain  Tata  Kelola  SPBE,  Indeks  Domain
Layanan  SPBE,  Indeks  Domain  Manajemen
SPBE, Indeks Domain Kebijakan SPBE).

• Tipe Perhitungan : 
Progress Positif

• Sumber Data :
Hasil Self Assesment dan Evaluasi dari 
Kemenpan RB.

• Penanggung Jawab :
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika 
Provinsi Jawa Tengah

Sasaran         1   
Meningkatnya 
Layanan dan Tata 
Kelola Teknologi 
Informasi dan 
Komunikasi 
Pemerintah Provinsi 
Jawa Tengah

1. Indeks Domain
Layanan SPBE

2. Indeks Domain
Manajemen
SPBE

3. Indeks  Domain
Kebijakan SPBE

4. Indeks Domain
Tata Kelola
SPBE

• Alasan Pemilihan Indikator :
Mewujudkan  Sistem  Pemerintahan
Provinsi  Jawa  Tengah  yang  Berbasis
Elektronik.

• Formulasi Pengukuran :
1. Nilai  Indeks  ini  dihitung  berdasarkan

penjumlahan  dari penghitungan  perkalian
antara  nilai  indeks  aspek  dan bobot  aspek,
yang  dibagi  dengan  bobot domain  layanan
SPBE (45,5%);

2. Nilai  Indeks  ini  dihitung  berdasarkan
penjumlahan  dari  penghitungan  perkalian
antara  nilai  indeks  aspek  dan bobot  aspek,
yang dibagi dengan bobot domain manajemen
SPBE (16,5%);

3. Nilai  Indeks  ini  dihitung  berdasarkan
penjumlahan  dari penghitungan  perkalian
antara  nilai  indeks  aspek  dan bobot  aspek,
yang  dibagi  dengan  bobot  domain kebijakan
SPBE (13%);

4. Nilai  Indeks  ini  dihitung  berdasarkan
penjumlahan  dari  penghitungan  perkalian
antara  nilai  indeks  aspek  dan bobot  aspek,
yang dibagi dengan bobot domain tata kelola
SPBE (25%).

• Tipe Perhitungan : 
Progress Positif

• Sumber Data :
Hasil Self Assesment dan Evaluasi dari 
Kemenpan RB.

• Penanggung Jawab :
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika 
Provinsi Jawa Tengah

Sasaran         2   
Meningkatnya 
Pelayanan Data 
Statistik Sektoral 
dan Geospasial

Laju Pemanfaatan Data 
Statistik Sektoral dan 
Geospasial 
Pembangunan Daerah

• Alasan Pemilihan Indikator :
Urusan  Pemerintahan  Statistik  Sektoral
dan Geospasial pada Pemerintah Provinsi
Jawa  Tengah  selain  bertanggung  jawab
pada ketersediaan data statistik  sektoral
dan  geospasial,  juga  harus  dapat
termanfaatkan
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• Formulasi Pengukuran :
Laju Pemanfaatan = (n - (n-1) / C) x 100% 
Keterangan :
n = Jumlah visitor ditahun berjalan
n-1 = Jumlah visitor di tahun sebelumnya
C = Jumlah visitor di tahun awal penghitungan

• Tipe Perhitungan : 
Progress Positif

• Sumber Data :
Visitor  yang  mengunjungi  aplikasi
penyediaan  data  statistik  (Diskominfo
Provinsi Jawa Tengah)

• Penanggung Jawab :
Kepala  Dinas  Komunikasi  dan  Informatika
Provinsi Jawa Tengah

Sasaran         3   
Meningkatnya 
keamanan 
informasi dalam 
dalam 
penyelenggaraan 
pemerintahan 
digital jawa 
tengah

Indeks  kematangan
Keamanan
Informasi (KAMI).

• Alasan Pemilihan Indikator : Mewujudkan
keamanan informasi

berbasis elekronik untuk mendukung 
digitalisasi tata kelola Pemerintahan
Jawa Tengah.

• Formulasi Pengukuran :
Berdasarkan  hasil  visitasi  dan  evaluasi
Badan  Siber  dan  Sandi  Negara  (BSSN)
berupa Skor Indeks KAMI III+

• Tipe Perhitungan :
Progress Positif

• Sumber Data :
Hasil  Self  Assesment  dan  berdasarkan
pedoman/ instrument assesment
keamanan informasi BSSN.

• Penanggung Jawab :
Kepala  Dinas  Komunikasi  dan  Informatika
Provinsi Jawa Tengah

TUJUAN 2:
Meningkatkan 
Kualitas 
Pelaksanaan 
Reformasi 
Birokrasi di 
Perangkat 
Daerah

Indeks Reformasi 
Birokrasi 
(Perangkat 
Daerah)

• Alasan Pemilihan Indikator :
Indikator ini yang dapat menggambarkan kinerja
birokrasi  secara  komprehensif  baik  di  tingkat
daerah  maupun  di  tingkat  perangkat  daerah.
Indeks RB perangkat daerah juga dipilih dalam
rangka  mendukung  pencapaian  Indeks RB  di
tingkat pemerintah daerah yang tertuang sebagai
indikator sasaran pembangunan daerah

• Formulasi Pengukuran :
(Nilai  x  Bobot  Komponen Pengungkit)  +  (Nilai  x
Bobot Komponen Hasil)

• Tipe Perhitungan :
Progress Positif

• Sumber Data :
Inspektorat Provinsi Jawa Tengah

• Penanggung Jawab :
Kepala  Dinas  Komunikasi  dan  Informatika
Provinsi Jawa Tengah

Sasaran         1   
Meningkatnya 
kualitas pelayanan 
perangkat daerah

Indeks 
Manajemen 
Risiko

• Alasan Pemilihan Indikator :
Indikator  ini  dipilih  untuk  mengukur  tingkat
pelayanan  setiap  perangkat  daerah  kepada
masyarakat atau publik sesuai dengan tugas
dan  fungsi  utama  pemerintah  adalah  sebagai
pelayan bagi publik atau masyarakat.

• Formulasi Pengukuran :
Total (Nilai komponen MR x Bobot)

• Tipe Perhitungan :
Progress Positif

• Sumber Data :
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Inspektorat Provinsi Jawa Tengah
• Penanggung Jawab :

Kepala  Dinas  Komunikasi  dan  Informatika
Provinsi Jawa Tengah

Sasaran         2   
Meningkatnya 
Kualitas Pelayanan 
Perangkat Daerah

Indeks Kepuasan 
Masyarakat

• Alasan Pemilihan Indikator :
Indikator  ini  merupakan  indikator  baru  yang
diterapkan untuk semua perangkat daerah dalam
rangka  mendorong  setiap  perangkat  daerah
untuk  mampu  menerapkan  manajemen  risiko
dalam proses perencanaan sampai implementasi.
Indikator  ini  juga  dapat digunakan  sebagai
instrumen  pengawasan  dan  pengendalian
perangkat daerah.

• Formulasi Pengukuran :
Nilai hasil survei kepuasan masyarakat dari 9 unsur
SKM (skala 1-4) yang dikonversi menjadi IKM

• Tipe Perhitungan : 
Progress Positif

• Sumber Data :
Dinas Komunikasi dan Informatika
Provinsi Jawa Tengah

• Penanggung Jawab :
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika 
Provinsi Jawa Tengah

Semarang, 3 0  M a r e t  2 0 2 6

KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA
DAN DIGITAL PROVINSI JAWA TENGAH

${ttd}

Agung Hariyadi, SE, MM
Pembina Utama Muda

NIP. 19701202 199003 1 002
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